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RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 
Perkara Nomor 106/PUU-XI/2013 

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN 
(UU NOMOR 30 TAHUN 2009) TERKAIT IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK, HARGA 

JUAL TENAGA LISTRIK DAN SEWA JARINGAN TENAGA LISTRIK DAN KEWANANGAN 
PEMERINTAH ATAU PEMERINTAH DAERAH MEMBERIKAN PERSETUJUAN HARGA JUAL 

TENAGA LISTRIK DAN SEWA JARINGAN TENAGA LISTRIK 
 

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diajukan Ir. Ahmad Daryoko 

dan Hamdani. 

 

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang 

Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) 

Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang 

Ketenagalistrikan   [Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) junctis Pasal 

11 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 20, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 

angka 1, angka 2, dan angka 4] 

Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima 

Tanggal Putusan : Rabu, 14 Mei 2014 

 

Substansi Masalah 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PUU-VII/2009 yang dibacakan pada 30 Desember 

2010, pada butir Pertimbangan [3.12] berbunyi: “Menimbang bahwa berdasarkan seluruh 

uraian Pertimbangan tersebut di atas, UU Nomor 30/2009 membuka kemungkinan 

pemisahan usaha (unbundling) dalam ketenagalistrikan, namun dengan adanya Pasal 3 dan 

Pasal 4 UU Nomor 30/2009, sifat unbundling dalam ketentuan tersebut tidak sama dengan 

unbundling dalam UU Nomor 20/2002, karena tarif listrik ditentukan negara, dalam hal ini 

Pemerintah Pusat dan DPR RI atau Pemerintah Daerah dan DPRD sesuai tingkatannya”. 

Menurut Pemohon tidak memberikan kepastian hukum, karena disatu sisi mengakui adanya 

kemungkinan unbundling yang berarti akan berlaku mekanisme pasar bebas atau liberalisasi 

sektor ketenagalistrikan, disisi lain mengatakan bahwa Pemerintah dan DPR masih bisa 

mengatur tarif listrik yang sudah di liberalisasikan itu. 

Menurut Pemohon tidak mungkin sebuah Undang-Undang menginduk kepada dua mahzab 

ekonomi yaitu kapitalis dan etatisme (Pancasila). Bila alasan pembuatan kebijakan adalah 

karena krisis ekonomi sebagaimana disebutkan pada Sub Bab 4 Butir (25) “The White Paper” 

Restrukturisasi Sektor Ketenagalistrikan, maka alasan tersebut bertentangan dengan 
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Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat yaitu, “Kemudian daripada itu untuk membentuk 

suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa…dst “. 

Menurut Pemohon, semua tantangan dan kesulitan adalah menjadi tanggung jawab 

Pemerintah, sebagaimana Pemerintahan pasca kemerdekaan yang juga mengalami kesulitan 

yang luar biasa saat itu, tetapi tetap konsisten dengan UUD 1945, bukan menyerahkan sektor 

ketenagalistrikan kepada perusahaan asing saat itu seperti Ogem, Aniem, Gebeo dan lain lain. 

Tetapi bagaimanapun kalau Pemerintah bertahan pada alasan ekonomi, maka sebagai bagian 

dari rakyat, Pemohon meminta konsistensi ideologi kepada Pemerintah, yaitu rubah dulu 

konstitusi sesuai keinginan Pemerintah jangan sampai Pemerintah tetap berlandaskan UUD 

1945 tetapi faktanya berideologi kapitalisme 

 

Alasan Permohonan 

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak 

tiap-tiap warga negara khususnya buruh, sebagaimana disebut pada Pasal 27 ayat (2) UUD 

1945, akan hilang manakala di dalam usaha ketenagalistrikan dibuka kesempatan usaha 

secara terpisah (unbundling), yang berpotensi pada Pasar Kompetisi Penuh atau Liberalisasi 

Sektor Ketenagalistrikan. Dan ini semua terjadi mengingat indikasi adanya “intervensi” Letter 

Of Intent (LOI) yang sudah menjadi pengetahuan umum bagi masyarakat selama ini. 

Memang pada Undang-Undang a quo tersebut terdapat pasal-pasal yang mengamanahkan 

bahwa tarif listrik diatur oleh Pemerintah. Tetapi justru menimbulkan kerancuan, dan 

berpotensi menjadi pasal karet yang mengancam kesejahteraan buruh. Dan mengapa sampai 

muncul Undang- Undang yang mengandung pasal-pasal karet? Ini semua karena adanya 

intervensi asing yang diindikasikan dengan adanya Letter Of Intent (LOI).  

 

Pasal Yang Di Uji 

Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) junctis Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 20, Pasal 

33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 angka 1, angka 2, dan angka 4. 

 

Pertimbangan Hukum Hakim 

Pemohon dalam permohonannya mendalilkan  bahwa  Ir.  Ahmad  Daryoko selaku Presiden 

Konfederasi Serikat Nasional dan Hamdani selaku Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat 

Nasional berdasarkan Keputusan Kongres Nasional I sebagai Kongres Pembentukan 

Konfederasi Serikat Nasional Nomor 010/KONGRES KSNI/ 2011, tanggal 12 November 2011, 

berhak mewakili Konfederasi Serikat Nasional untuk menjadi Pemohon dalam perkara a quo. 

Dengan demikian, Mahkamah akan mempertimbangkan apakah Ir. Ahmad Daryoko selaku 

Presiden Konfederasi Serikat Nasional dan Hamdani selaku Sekretaris Jenderal Konfederasi 
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Serikat Nasional berhak mewakili Konfederasi Serikat Nasional untuk bertindak selaku 

Pemohon dalam permohonan a quo. 

Bahwa Pasal 22 ayat (1) Konstitusi Konfederasi Serikat Nasional menentukan bahwa Dewan 

Pimpinan Pusat (DPP) setidaknya terdiri dari (a) Seorang Presiden, (b) Wakil Presiden, (c) 

Sekjen, dan (d) Bendahara Umum, dihubungkan dengan Pasal 23 ayat (1) huruf f Konstitusi 

Konfederasi Serikat Nasional menentukan bahwa tugas dan tanggung jawab DPP adalah 

mengatasnamakan atau mewakili KSN dalam berhubungan dengan pihak lain secara nasional 

dan internasional. 

Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1) huruf f Konstitusi Konfederasi 

Serikat Nasional, yang dapat mengatasnamakan atau mewakili KSN dalam berhubungan 

dengan pihak lain secara nasional dan internasional adalah DPP yang setidaknya terdiri dari 

Seorang Presiden, Wakil Presiden, Sekjen, dan Bendahara Umum, sedangkan Ir. Ahmad 

Daryoko selaku Presiden Konfederasi Serikat Nasional dan Hamdani selaku Sekretaris Jenderal 

Konfederasi Serikat Nasional tidak dapat disebut selaku DPP Konfederasi Serikat Nasional 

karena tidak memenuhi unsur DPP sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (1) Konstitusi 

Konfederasi Serikat Nasional sebab tidak menyertakan Wakil Presiden dan Bendahara Umum 

sebagai Pemohon. Adapun Keputusan Kongres Nasional I Nomor 010/KONGRES KSNI/2011, 

tanggal 12 November 2011 yang dijadikan dasar oleh Pemohon adalah berupa Pengesahan 

Presiden dan Wakil Presiden Konfederasi Serikat Nasional Periode Tahun 2011 – 2015. 

Dengan demikian, menurut Mahkamah yang dapat mengatasnamakan atau mewakili 

Konfederasi Serikat Nasional adalah DPP Konfederasi Serikat Nasional yang terdiri dari 

seorang Presiden, Wakil Presiden, Sekjen, dan Bendahara Umum. Oleh karena yang 

mengajukan permohonan hanya Ir. Ahmad Daryoko selaku Presiden Konfederasi Serikat 

Nasional dan Hamdani selaku Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Nasional maka 

Pemohon (Ir. Ahmad Daryoko dan Hamdani) tidak dapat bertindak mengatasnamakan atau 

mewakili Konfederasi Serikat Nasional sebab yang dapat mewakili adalah DPP Konfederasi 

Serikat Nasional dalam berhubungan dengan pihak lain secara nasional dan internasional. 

 

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah 

Pemohon Ir. Ahmad Daryoko dan Pemohon Hamdani tidak memiliki kedudukan hukum (legal 

standing) mengatasnamakan KSN untuk mengajukan permohonan a quo. 

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon  tidak  memiliki  kedudukan  hukum (legal standing) 

untuk mengajukan permohonan a quo maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan. 

 

Dasar Konstitusional yang Digunakan 

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 

  

Isi/Amar Putusan  

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima 


